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ABSTRAK 

 

Mayang Wulandari (14043121). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi 

Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Solok Selatan) 

Pembimbing   : 1. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak 

     2. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc  

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan standar 

akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Solok 

Selatan yaitu sebanyak 28 SKPD dengan 109 responden. Sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik pengambilan sampel total sampling. Metode analisis 

dilakukan menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya 

manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah  yang dimoderasi oleh komitmen 

organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten Solok Selatan. 

 

Kata kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya 

Manusia, Komitmen Organisasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

This study aims to see the effect of the application of government 

accounting standards and human resource competencies, to the quality of local 

government financial statements with organizational commitment as a 

moderating variable. The population in this study is all SKPD South Solok 

Regency that is as much as 28 SKPD with 109 respondents. The sample in this 

study uses total sampling technique. The analysis method was done using MRA 

(Moderated Regression Analysis). The results of this study indicate that the 

application of government accounting standards affects the quality of local 

government financial reports. competency of human resources, the application 

of government accounting standards moderated by organizational commitment, 

and the competence of human resources moderated by organizational 

commitment does not affect the quality of the financial statements of the local 

government of South Solok Regency. 

Keywords: Application of Government Accounting Standards, Human 

Resource Competencies, Organizational Commitment, Quality of Local 

Government Financial Reports. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Era globalisasi semakin meningkatkan tuntutan masyarakat atas pemerintah 

yang baik. Upaya mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat 

diwujudkan melalui penyampaian laporan petanggungjawaban berupa laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi atas pengelolaan keuangan 

daerah selama satu tahun  anggaran.  

Menurut Prasetya (2005) Laporan keuangan adalah suatu alat 

pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada 

publik yang dipercayakan kepadanya. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah memberikan informasi mengenai kinerja posisi keuangan dan arus 

kas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah harus 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan dengan tingkat karakteristik yang memadai.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan baik apabila 

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. 

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar 

akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi 
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keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan 

keuangan pemerintahan yang sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan 

harus memenuhi karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki, sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat 

dibandingkan dan dapat di pahami.   

Relevan disini maksudnya yaitu informasi yang disajikan didalam laporan 

keuangan memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat 

prediktif (predictive value), tepat waktu, dan lengkap. Andal maksudnya adalah 

laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian menyesatkan, penyajiannya jujur, 

dapat diverifikasi dan netralisasi. Kemudian dapat dibandingkan maksudnya yaitu 

laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 

sehingga dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja. Dan yang terakhir yaitu dapat 

dipahami yaitu laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami dengan mudah 

oleh pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 

Selanjutjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. 

Marwansyah (2012) mendefinisikan sumber daya manusia yang kompeten adalah 

sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan 

barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya. Kompetensi sumber daya 

manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa 
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, 

efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar 

laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan. jika kompetensi sumber daya manusianya tidak sesuai dengan yang 

diharapakan, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah 

yang dihasilkan.   

Selain kompetensi Sumber Daya Manusia, salah satu faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah komitmen organisasi. Komitmen 

organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, 

dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara 

sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan 

yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Pramita dan Andriyani, 

2010). Komitmen organsisasi memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

akan menunjukkan kesediaan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi dan berusaha keras mencapai tujuan organisasi.  

Setiap tahunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah diperiksa dan 

memperoleh penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). 

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada kesesuaian 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Beberapa tahun terakhir 
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sorotan berita utama dimedia 

terkemuka. Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah yang dipublikasikan kepada publik. Pada umumnya, informasi 

yang disampaikan relatif positif namun pernyataan pemerintah melalui media masih 

mengisyaratkan adanya masalah yang terkait dengan kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). Seperti permasalahan yang terjadi di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 

19/LHP/XVIII.PDG/05/2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2012-2016. 

bahwa pemerintah daerah kabupaten  Solok Selatan memperoleh opini audit WDP 

berturut-turut selama 4 tahun yaitu tahun 2012-2015 hal ini disebabkan karena 

adanya kelemahan sistem pengendalian intern, ketidak patuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan permasalahan aset 

limpahan dari Kabupaten induk. Selain itu nama ruas jalan di Solok Selatan yang 

rancu dan selalu berganti setiap tahun sehingga jadi temuan BPK. 

Pada tahun 2016 Pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan, 

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil 

pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK untuk pertama kalinya. 

Predikat WTP ini merupakan wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama 

serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) untuk menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mampu 

melaksanakan dengan baik. Meskipun mendapat predikat WTP LAKIP Kabupaten 
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Solok Selatan masih mendapat nilai C plus dan 2018 harus bisa ditingkatkan lagi 

(www.solselkab.go.id).  

Permasalahan mendasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten 

solok selatan dan harus dibenahi yaitu dalam hal kompetensi sumber daya manusia. 

Baru-baru ini pemerintah kabupaten Solok Selatan melakukan evaluasi bagi pejabat 

yang belum sesuai kemampuannya dengan jabatan yang dipegangnya. Hal ini 

dilakukan guna meningkatkan kinerja dan menempatkan pejabat sesuai 

kemampuannya (www.solselkab.go.id). 

Beberapa penelitian menemukan bahwa kualitas laporan keuangan 

dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Hasil dari beberapa 

penelitian menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian Sako 

(2018) dengan judul penelitian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan 

terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten 

Gorontalo hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif 

terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Fikri, dkk (2016) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kualitas informasi laporan keuangan. 

Selanjutnya penelitian mengenai Sumber Daya Manusia yang dilakukan 

oleh Lasmara (2016) pada SKPD Kabupaten Kerinci dengan judul penelitian yaitu 

Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran 

http://www.solselkab.go.id/
http://www.solselkab.go.id/
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Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia, secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Wati, dkk (2014) melakukan 

penelitian di Kabupaten Buleleng dengan Judul penelitian Pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem 

Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan daerah pada SKPD 

Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah,  

Zeyn (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan 

dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. hasil penelitinya membuktikan 

bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan pemerintah daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai 

Moderasi. Rahmawati (2015) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya 

manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. 

menemukan bahwa komitmen organisasi secara signifikan memoderasi tidak 

berpengaruh terhadap SDM. Senada dengan itu Siwambudi, dkk (2017) 

menemukan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah, dan interaksi komitmen organisasi dengan 

kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 
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Dari beberapa uraian diatas dapat dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuagan pemerintah daerah yaitu penerapan 

standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun faktor-faktor tersebut dapat 

lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila diperkuat dengan 

variabel moderasi, yaitu komitmen organisasi, faktor-faktor tersebut dapat menjadi 

lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan apabila, seorang aparat 

pemerintah yang punya komitmen terhadap organisasinya untuk lebih memajukan 

dan meningkatkan kinerja dari organisasinya berasal, sehingga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya tersebut dapat lebih bermanfaat, berguna, serta menjadikan 

laporan keuangan lebih berkualitas.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempat 

penelitian, dan tahun penelitian. Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya 

dan terkait dengan permasalahan yang terjadi dipemeritah daerah Kabupaten Solok 

Selatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang kepada variabel 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penulis juga ingin menguji 

kembali apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi memang 

dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan 

responden dan tempat penelitian yang berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di Kabupaten Solok Selatan dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 
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terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Moederasi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disusunlah perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

3. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi 

sebagai Pemoderasi? 

4. Bagaimana pengaruh Komptensi Sumber Daya manusia terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai 

Pemoderasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 
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3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai  

Pemoderasi 

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai 

Pemoderasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Sektor Publik 

khususnya mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.  

2. Bagi Instansi Pemerintah  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. 

3. Bagi akdemik 

Dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

 KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Teori Agensi 

Teori agensi didefinisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada suatu 

kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) 

untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada 

agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal, Jensen dan Meckling 

dalam Syarifusin (2014). Sedangkan menurut Rosalin (dalam prasetyo, 2015) 

hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah 

dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship). 

Jadi, dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi 

kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para 

pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung 

atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, 

pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para 

pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya. 

2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Menurut Bastian (2010) Laporan keuangan sektor publik merupakan 

representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas sektor publik . Sedangkan  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa Laporan 

keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 
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transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, mendefinisikan bahwa laporan keuangan adalah bentuk 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode” . 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan suatu laporan pertanggung 

jawaban pengelolaan keuangan yang menyediakan informasi mengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 

suatu periode. 

b. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan 

bahwa Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 

1) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 

keuangan. 

2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 

4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
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5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 

dan pinjaman. 

6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

Menurut Bastian (2010) secara spesifik tujuan pelaporan keuangan sektor 

publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber yang relevan dalam 

pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntanbilitas entitas atas sumber daya 

yang dipercayakan dengan cara :  

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya keuangan. 

2) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya 

dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

3) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. 

4) Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan 

perubahan yang terjadi. 

5) Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi 

kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 
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c. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai anggaran dan 

realisasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, transfer,surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi pengguna 

laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntanbilitas, alokasi sumber-

sumber daya ekonomi dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena 

menyediakan informasi sebagai berikut: 

a) Informasi mengenai sumber, alokasi,  ekonomi dan penggunaan suber daya 

ekonomi 

b) Informasi mengenai Realisasi Anggaran secara menyeluruh yang berguna 

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran. 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 

Laporan perubahan SAL bertujuan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan 

saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus 

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL 

dalam catatan atas laporan keuangan. Struktur LP-SAL baik pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota tidak memiliki perbedaan. 
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3) Neraca 

Neraca atau laporan posisi keuangan Adalah laporan keuangan yang 

menyajikan posisi aktiva,utang, dan modal pemilik selama periode tertentu. Dalam 

neraca setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar, 

serta mengklasifikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang.  

4) Laporan Operasional (LO) 

Laporan operasional meyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 

beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang 

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO disusun untuk 

melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempuntaiketerkaitan  

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

5) Laporan Arus Kas (LAK) 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan 

LAK dan setara kas adalah ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka 

pendek atau untuk tujuan lainya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas informasi 

jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat 

diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu 

investasi disebut dengan setara kas kalau investasi tersebut mempunyai masa jatuh 

tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal periode.  
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6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau 

ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan 

koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain 

berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan 

akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya: 

a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya 

b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap 

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 

CALK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari jangka yang tertera 

dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CALK mencangkup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan 

dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam 

SAP serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

d. Karakteristik Kualitatif LKPD 

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas harus 

didukung oleh indikator relevan (relevance), andal (reliability), dapat dibandingkan 

(comparability), tepat waktu (timeliness) dan dapat dipahami (understandability). 

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah 

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan 
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prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat 

memenuhi kualitas yang dikehendaki : 

1) Relevan.  

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.  Dengan 

demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud 

penggunanya. Informasi yang relevan yaitu: 

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (Feedback Value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi 

ekspektasi dimasa lalu. 

b) Memiliki Manfaat Prediktif (Predictive Value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c) Tepat waktu (Timeliness) 

Informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersedia pada waktu para 

pengambil keputusan menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi 

digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan 

perusahaan dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan maka 

dari itu informasi harus disampaikan secepat mungkin. Informasi  mempunyai 

nilai tinggi jika informasi tersebut tidak basi. 
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d) Lengkap  

Informasi yang disajikan selengkap mungkin, yaitu mencangkup semua 

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

2) Andal. 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi.   

Informasi yang handal memenuhi karakteristik: 

a) Penyajian jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 

seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk diasajikan. 

b) Dapat diverifikasi 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji,dan apabila 

pengujian dilakukan lebih dari sekali dari pihak yang berbeda, hasilnya tetap 

menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c) Netralisasi  

Informasi diarahkan pada kebutuha umum dan tidak berpihak pada kebutuhan 

pihak tertentu. 

3) Dapat dibandingkan. 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan bisa dilkukan secara internal 

dan eksternal. Perbandingan secara internal yaitu dapat dilakukan bila suatu entitas 
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merupakan kebijkan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara 

eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan dapat menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan 

kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang diterapkan 

sekarang, perubaha tersebut diungkapkan pada periode terjadnya perubahan.  

4) Dapat dipahami. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 

pemahaman para pengguna. Kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh 

pengguna merupakan kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya 

dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikekuarkan hanya atas dasar 

pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pegguna 

tertentu.  

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan 

Defenisi Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi: “Standar Akuntansi Pemerintah 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah”. Senada dengan itu menurut Mardiasmo (2002) 

standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur 

perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan 
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kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan menurut Menurut Wijaya 

(2008), standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama 

di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. 

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. 

Dengan demikian, SAP merupakan prasryaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia, Indra 

Bastian (2010:138). Hal ini ditunjukan dengan Lahirnya standar akuntansi (SAP) 

telah membuat perubahan hebat terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di 

Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang  diharapkan dapat digunakan sebagai 

alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta 

pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

stadar akuntansi pemerintahan dijadikan sebagai acuan wajib dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan baik laporan keuangan pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah sehingga laporan keuangan tersebut mengahasilkan informasi 

yang berkualitas. 

b. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan  

Menurut fakhrurazi (2010) manfaat yang akan didapat dengan adanya 

standar akuntansi pemerintahan yaitu: 
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1) Akuntanbilitas  

Laporan keuangan yang dihasilkan dapat mempertanggung jawabkan 

pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya dalam mencapai tujuan. Akuntabilitas 

merupakan suatu kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah 

ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara 

berkala. 

2) Manajemen 

Dapat mempermudah fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Manajemen adalah ilmu seni yang 

mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, manajemen akan berguna 

untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan 

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan serta pengendalian atas 

seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi  

Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang 

tebuka jujur dan menyeluruh kepada stakeholders. Memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

ats pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
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4) Keseimbangan antar generasi  

Dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah 

untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut. Keseimbangan antar generasi bertujuan 

untuk membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh seluruh pengeluaran 

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut. 

c. Basis Akuntansi Pemerintah 

Menurut Mustofa, (2008) Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang menentukan kenapa pengaruh atas transaksi atau kejadian harus 

diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan 

waktu kapan pengakuan dilakukan pada umumnya Basis akuntansi sama-sama 

digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Ada dua jenis yaitu basis kas dan 

basis akrual. Menurut Nordiawan (2006) Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan 

di pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di indonesia. Standar 

tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Berdasarkan penjelasan diatas Standar akuntasi pemerintah (SAP) 

merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah yang akuntanbel dan transparan. Dengan demikian 
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penerapan SAP mewajibkan bagi setiap entitas pelapor yakni pemerintah daerah 

untuk melaporkan upaya yang telah dilaksanakan serta hasil yang telah dicapai 

dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode 

pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, 

keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Dengan adanya penerapan SAP 

akan dapat disusun laporan keuangan yang bermanfaat. Agar laporan keuangan 

berisi informasi yang bermanfaat dan bermakna maka laporan keuangan harus 

disusun berpedoman pada SAP. 

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan 

keuangan yang berkualitas. Sebagaimana telah diungkapkan, sumber daya manusia 

yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan 

aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya 

(Marwansyah, 2012).  Sudarmanto (2009) menejelaskan bahwa Sumber daya 

manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi 

dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. 

  Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang 

sangat penting untuk melaksanakan, merencanakan, dan mengendalikan entitas 

yang bersangkutan. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh 

sumber daya yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang 

dimilikinya.  Secara etimologi kompetensi diartikan sebagai dimensi keahlian atau 

keunggulan seorang pemimpin atau staf yang mempunyai ketrampilan, keunggulan 
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dan perilaku yang baik dalam pekerjaannya (Sutrisno, 2009). Sedangkan menurut 

Spencer dan Spencer dalam Sutrisno (2009) juga mendefinisikan bahwa 

kompetensi adalah sesuatu yang mendasari karakteristik dari individu yang 

dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.  

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 

tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan structural Pegawai 

Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik 

yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

efektif, dan efesien. 

b. Komponen Kompetensi  

Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen 

utama pembentukan kompetensi untuk dapat dijadikan indikator mengukur 

kompetensi yaitu:  

1) Pengetahuan  

Informasi yang dimiliki seseorang karyawan/Pegawai untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya   sesuai   dengan   bidang   yang   digelutinya 

(tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan 

dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut 

menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, 

pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup menigkatkan efisiensi 

perusahaan.  
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2) Keterampilan,  

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan atau organisasi kepada seorang karyawan atau pegawai 

dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan bekerjasama dengan memahami 

dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Ketrampilan ini 

sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu karena 

jabatan ini sangat berpengaruh dalam bekomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi.  

3) Sikap  

Pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai 

mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala 

tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. 

5. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

Ikhsan dan Isaac (2008) mendefenisikan Komitmen organisasi merupakan 

tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi. Sedangkan Menurut Robbins dan Judge (2007) komitmen sebagai suatu 

keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi.  

Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas 

nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi 

dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya 
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terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang 

dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam 

menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan 

melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas 

keuangannya melalui laporan keuangan. 

Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang   

kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Komitmen 

organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, 

kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi, dan loyalitas untuk 

tetap menjadi anggota organisasi. Hal ini disebabkan pegawai dengan komitmen 

organisasi yang tinggi akan mampu mencapai kinerja yang tinggi serta 

menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam pencapaian tujuan organisasi 

(Arnie 2011).  

Komitmen organisasional menunjukkan suatu daya seseorang dalam 

keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen organisasional akan 

menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pegawai, karena dengan 

jiwa yang telah terikat dengan organisasinya yang dimiliki oleh pegawai, maka dia 

akan merasa senang dan memiliki loyalitas tinggi dalam bekerja dan termotivasi 

melaporkan semua aktivitas akuntansi dengan penuh tanggung jawab dan sukarela. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu 

kepercayaan, kemauan, keinginan dan penerimaan yang kuat untuk tercapainya 

tujuan dan nilai-nilai organisasi, mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi 

dan mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.  
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b. Komponen Komitmen Organiasi 

Menurut Allen dan Meyer (dalam Sutrisno, 2010) Komponen komitmen 

organisasi adalah sebagai berikut:  

1) Komponen afektif (affective commitment)  

Komitmen afektif berkaitan dengan Perasaan emosional untuk organisasi 

dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Komitmen dalam jenis ini muncul dan 

berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang 

dirasakan dalam suatu organisasi dan tidak diperoleh dari tempat organisasi lain. 

Terdapat tiga karakteristik komitmen afektif yaitu: 

a) Karakteristik Organisasi  

Karakteristik organisasi yang memengaruhi perkembangan komitmen afektif 

adalah sistem desentralisasi adanya kebijakan organisasi yang adil, dan cara 

menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu. 

b) Karakteristik Individu  

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gender memengaruhi 

komitmen afektif, namun ada pula yang menyatakan tidak demikian. Usia juga 

dapat mempengaruhi proses terbentuknya komitmen afektif,  meskipun 

tergantung  dari kondisi individu itu sendiri.  Selain itu juga terdapat jabatan 

organisasi, status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan akan berprestasi, 

etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya. 

c) Pengalaman Kerja  

Pengalaman kerja individu yang memengaruhi proses terbentuknya komitmen 

efektif salah satunya antara lain lingkup kerja, yaitu beberapa karakteristik 
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yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu. Hal ini mencakup 

tantangan dalam pekerjaan, tingkat otonomi individu, dan variasi kemampuan 

yang digunakan individu.  Selain itu peran individu dalam organisasi tersebut 

dan hubungannya dengan atasannya.  

2) Komponen normatif (normative commitment)  

Perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus diberikan kepada 

organisasinya. Hal ini berkaitan dengan sesuatu yang mendorong anggota untuk 

tetap berada dan memberikan sumbangan pada keberadaan suatu organisasi baik 

materi maupun non materi, adalah kewajiban moral yang mana seseorang akan 

merasa bersalah dan tidak nyaman jika tidak melakukan sesuatu. Komitmen 

normatif terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang 

dirasakan individu selama proses sosialisasi, selama sosialisasi saat individu baru 

masuk ke dalam organisasi. Komitmen normatif juga dapat berkembang 

dikarenakan organisasi- organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi 

individu yang tidak dapat dibalas kembali. Faktor lainnya adalah adanya kontrak 

psikologis antara anggota dengan organisasinya. Ketiga hal ini lebih tepat sebagai 

komponen atau dimensi dari komitmen organisasi, dari pada jenis-jenis komitmen 

berorganisasi. Hal ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan 

organisasinya yang mencerminkan  perbedaan derajat ketiga dimensi komitmen 

tersebut. 

3) Komponen berkelanjutan (continuance commitment)  

Berkaitan dengan anggota secara psikologi pada organisasi karena biaya 

yang ditanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi. Kaitannya dengan ini 
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anggota akan mengkalkulasi manfaat dan pengorbanan atas keterlibatan dalam 

anggota suatu organisasi. Anggota akan cendrung memiliki komitmen yang tinggi 

dalam keanggotaan jika pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi.  

Komitmen kontinuan dapat berkembang karena adanya berbagai tindaka 

atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. 

Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam dua variabel yaitu 

investasi dan alternatif, selain itu proses pertimbangan juga dapat mempengaruhi 

individu. Investasi termasuk sesuatu yang berharga, termasuk waktu, usaha, 

ataupun uang, yang harus individu lepaskan jika meninggalkan organisasi.  

Alternatif adalah kemungkinan untuk masuk keorganisasi lain.  Proses 

pertimbangan adalah saat dimana individu mencapai kesadaran akan investasi dan 

alternatif, dan bagaimana dampaknya bagi mereka sendiri. 

c. Jenis-jenis komitmen  

1) Komitmen sikap 

Komitmen sikap berfokus pada proses bagaimana seseorang mulai 

memikirkan mengenai hubungannya dalam organisasi atau menentukan sikapnya 

terhadap organisasi. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pola pikir dimana 

individu memikirkan sejauh mana nilai tujuannya sendiri sesuai dengan organisasi 

dimana ia berada. Komitmen sikap melibatkan pengukuran terhadap komitmen dan 

variabel lain yang dianggap sebagai penyebab atau konsekuensi dari komitmen. 

2) Komitmen perilaku 

Komitmen perilaku berhubungan dengan proses dimana individu merasa 

terikat kepada organisasi tertentu dan bagaimana cara mereka mengatasi setiap 
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masalah yang dihadapi. Komitmen perilaku, melihat anggota sebagai individu yang 

berkomitmen terhadap tingkah laku tertentu, dan bukan hanya sebagai suatu  entitas 

saja.  Sikap atau tingkah laku yang berkembang merupakan konsekuensi komitmen 

terhadap tingkah laku. 

B. Kerangka Konseptual  

                                           H1 

                                               

 

                                            H2 

                     H3           H4    

 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

C. Hubungan antar Variabel 

1. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD 

Hubungan keagenan dapat digambarkan sebagai hubungan antara 

pemerintah dan para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pemerintah berfungsi sebagai agen untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang 

ditentukan oleh para pengguna informasi laporan keuangan. Informasi laporan 

keuangan pemerintah yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang telah ditetapkan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan 
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pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan peraturan pemerintah 

nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan mnyajikan laporan keuangan 

pemerintah daerah. Jadi SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan 

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. 

Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan 

adalah akuntanbilitas, manajemen, transaparansi dan keseimbangan antar generasi.  

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan mempunyai dua pilihan, yaitu SAP berbasis 

akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam 

lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang 

diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta 

menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP 

berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan 

keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan 

dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun 

politik.  

Diharapkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan semuanya 

berjalan dengan terstruktur dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas dan akurat. Oleh karena itu pemerintah harus menerapkan dan 

mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka 

membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh  Bakar (2012) menemukan bahwa Penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang telah dilakukan 

oleh Oktarina (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi semakin bagus 

penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diterapkan maka kualitas informasi 

laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.  

Hipotesis pertama yang dirumuskan dari penelitian ini adalah: 

H1 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap  Kualitas LKPD 

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor penentu suatu 

laporan keuangan. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A 

tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan structural 

Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya 

secara profesional, efektif, dan efesien. 

 Sumber daya manusia yang  berkompeten dalam menyusun laporan 

keuangan harus memiliki pengetahuan yang luas yang didukung dengan latar 

belakang pendidikan akuntansi, memiliki ketrampilan yang bagus, sikap yang baik 
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dan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga memaksimalkan 

kemampuan yang dimilikinya demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. 

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik tentu akan 

mampu bekerja secara optimal sehingga segala tujuan dari pemerintah daerah dapat 

tercapai, salah satunya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. 

Pemenuhan kebutuhan DPR selaku principal dalam hal menyajikan laporan 

keuangan yang berkualitas dapat terwujud melalui sumber daya manusia yang 

kompeten. Kualitas informasi di dalam laporan keuangan yang buruk akan 

mempersulit pengguna di dalam mengambil keputusan. Selain itu, kualitas laporan 

yang buruk sebagai akibat dari rendahnmya kompetensi yang dimiliki oleh para 

pegawai di instansi pemerintah tersebut akan mengurangi kepercayaan masyarakat 

atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.  Hal tersebut didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh  Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD). Senada dengan itu Karsana (2017) yang melakukan penelitian di 

Kabupaten Bangli. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Jadi semakin bagus kompetensi sumber daya yang dimiliki maka semakin 

meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hipotes kedua dari 

penelitian ini adalah: 

H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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3. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD dengan Komitmen 

Organisasi sebagai Pemoderasi  

Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang harus diikuti 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002) standar akuntansi pemerintahan 

merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi 

dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna 

laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan sebagai fondasi mengikat 

segala aturan dasar yang menjadi tolok ukur dalam pencatatan laporan keuangan. 

Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban 

kinerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap kualtias laporan keuangan 

pemerintah daerah. Degan mengacu pada SAP maka diharapkan laporan keuangan 

pemerintahan akan dapat diperbandingkan, sehingga sangat berguna untuk 

penilaian kinerja pemerintah daerah.  

Teori keagenan menggambarkan bahwa hubungan antara pemerintah dan 

para pengguna informasi laporan keuangan merupakan suatu hubungan keagenan. 

Pemerintah berfungsi sebagai agen untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang 

ditentukan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Informasi yang disediakan 

oleh pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah 

ditetapkan. Hubungan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan hubungan antar individu terhadap nila-nilai 

organisasi serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya demi kepentingan 
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organisasi dan memiliki keinginan yang kuat menjadi bagian organisasinya. Meyer 

dan Allen (1997) mengemukakan tiga komponen mengenai komitmen organisasi, 

yaitu: Komitmen afektif, Komitmen kontinu, Komitmen normatif. Dari ketiga jenis 

komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang paling diinginkan oleh 

perusahaan. Karyawan yang memiliki loyalitas, yaitu karyawan yang mempunyai 

komitmen afektif akan cenderung tetap tinggal (bekerja dalam perusahaan). 

Komitmen organisasi dibutuhkan oleh instansi pemerintahan agar 

penerapan SAP yang baik dan benar dapat tercipta. Komitmen organisasi dapat 

memperkuat hubungan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas 

adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan.  Hal ini dapat diterapkan apabila pegawai yang melakukanya 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja dengan 

didasari oleh komitmen yang tinggi. Hasil penelitian yang dilkukan oleh Sanjaya 

(2017) menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang 

dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Jadi, semakin bagus penerapan standar akuntansi 

pemerintahan yag dipengaruhi oleh komitmen organisasi maka meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Komitmen Organisasi memperkuat Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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4. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD dengan Komitmen 

Organisasi sebagai pemoderasi 

Sudarmanto (2009) menejelaskan bahwa Sumber daya manusia merupakan 

pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha 

mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya 

manusia merupakan elemen terpenting dalam suatu organisasi, oleh karena itu 

pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu 

memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.  

Sumber daya manusia yang berkualitas, harus didukung dengan latar 

belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan 

mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan standar 

akuntansi pemerintahan, SDM yang berkualitas tersebut akan mampu memahami 

logika akuntansi dengan baik.   

Hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan 

pemerintahan daerah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Komitmen 

organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak kepada suatu 

organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi (Ikhsan dan Isaac, 2008). Komitmen organisasi 

dapat memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pegawai yang memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap organisasinya akan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan 

memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya dan akan mendorong terwujudnya 

laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) yang berkualitas. Namun 
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Sebaliknya, komitmen pegawai yang rendah cenderung mengakibatkan terjadinya 

penurunan kinerja dan akan memperlemah kualitas informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang 

dilakukan oleh Siwambudi, (2017) dengan judul penelitian komitmen organisasi 

sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem 

pengendalian interen pada kualitas laporan keuangan. Menunjukan bahwa 

komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis keempat dalam penelitian  

ini adalah:  

H4 : Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

D. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh  positif terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H3 : Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

H4: Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan standar akuntansi, 

kompetensi sumber daya manusia, dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Solok Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah 

dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik standar akuntansi pemerintah yang 

diterapkan maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.  

2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Solok Selatan.  Hal ini 

dikarenakan masih banyak karyawan yang bagian keuangan atau tata usaha di 

SKPD yang tidak memiliki  latar belakang pendidikan akuntansi.  

3. Interaksi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang dimoderasi oleh 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya 

komitmen organisasi yang dimiliki pegawai dalam Penerapan standar akuntansi 

pemerintah sehingga pegawai yang memiliki komitmen yang rendah akan 

melakukan usaha yang tidak maksimal  
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4. Interaksi kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

Kabupaten Solok Selatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas dan 

tunjangan hidup yang disediakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten 

Solok Selatan.  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas 

dapat diberikan saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan diharapkan untuk melakukan 

evaluasi bagi pejabat yang tidak sesuai kemampuannya dengan jabatan yang 

dipegang saat ini,  

2. Pemerintah Daerah kabupaten solok selatan diharapkan secara rutin untuk 

memberikan pelatihan-pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan 

sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah. 

3. Untuk untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebaiknya 

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memilih karyawan yang memiliki latar 

pendidikan akuntansi sehingga paham terhadap standar dan aturan yang telah 

ditetapkan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih 

berkualitas. 

4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang lebih 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian 

sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang 

memadai untuk mengirim ke responden terpilih. Kuesioner yang disebarkan ke 

setiap SKPD sebanyak 112 kuesioner, namun yang berhasil terkumpul oleh 

peneliti dan dapat diolah sebanyak 109 kuesioner, dikarenakan ada kuesioner 

yang tidak kembali dan kuesioner yang tidak lengkap diisi oleh responden 

2. Peneliti telah memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai petunjuk 

pengisian dan maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan, peneliti kurang 

dapat mengendalikan jawaban dari responden, baik berupa pemahaman 

responden maupun verifikasi setiap jawaban dari responden sehingga 

dimungkinkan terjadinya bias dalam pengambilan keputusan penelitian. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode 

studi kasus dengan jumlah responden yang lebih sedikit, sehingga peneliti 

dapat mendampingi responden dalam pengisian kuesionernya. 
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